Menimbang :

Mengingat

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR % TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk menciptakan iklim usahsa yang kondusil guna
mendorong peningkatan investasi, perlu disusun suatu
pedoman penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan sesuai
kewenangan daerah sebagai upava peningkatan pelayanan
prima kepada dunia usaha di bidang perdagangan di daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Dsaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3209);

. Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007
Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);



10.

132,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor
oD12);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas
Undang Undang MNomor 23 Tahun 20141  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Mcdal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

37 /M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdangan
Rcbublik Indoncsia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomar 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyvelengzaraan
Pendaftaran Perusahaan;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomaor
77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara
Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 14 /M-DAG/PER/3 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Burat lzin
Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara
Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015
lentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton [Lembaran Dacrah Kabupaten
Buton Tahun 2015 Nomor 101);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Duton Nomor 3 Tahun 2015 tentang
FPemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penaonaman Modal
ti Daerah (Lemharan Daerah Kahnpaten Buton Tahun 2015 Nomor
103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26);

15. Peraturan Daeral Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

Dengan Persetujan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

RAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintsh  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daeran otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton.

4, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang
menyelenggarakan urusan di bidang penanaman meodal
dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Buton.

5. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang
diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDFP dan/atau
peraturan pelaksanagnnya dan memuat hal-hal yang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan
oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran

Perusahaan.

Tanda Daftar Perusahasn, yang selanjutnya disebut TDP
adelah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh
Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaen yang
telah melakukan pendaftaran perusahaan.

. Formulir Pendaftaran Perusahasn adalah daftar isian

yang memuat data perusahaan yang diisi dan
ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau
penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.

. Anak Peruszhaan adalah perusahaan vang dimiliki secara

keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau
diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya
memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal
yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang

merupakan unit atau bagian dari perusehaan induknya
vang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan
dapat bersifat berdiri sendiri alau  bertugas untuk
melalksanalkan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
Agen Perusahaan adalah perusahaan yung diberi kuasa
untuk melakukan scbagian atau scluruh kegiatan dari
perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau
perjanjian.

Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang
hbertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk
melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan
sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.

Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang
menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor
cabang.

Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki
oleh perorangan vang secara pribadi bertindak sebagai
pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta
mengawasl secara langsung sendiri perusahaan miliknya
dan tidak merupskan suatu badan hukum atau suatu
persckutuan.

Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang
dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan olch Instansi
yang berwenang dan diberikan kepada pengussha untuk
dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Kantor Pendaftaran Perusahaan, yang selanjutnya disebut
KPP adalah wunit organisasi yang berfugas dan
bertanggungiawab sebagai penvelenggara waib daftar
perusahaan yang ditetapkan Bupati.



16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan,

17.

yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat
Pegawal Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit
tcknis yang bertugas darn bertanggungjawab atas
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di lingkungan
KPP, yang diangkat dan diheri kewenangan oleh 1indang-
undang untuk melakukan pengawasan dan penyidikan
tindak pidara di bidang wajib daftar perusahaan.

Pejabat Penerbit TDP adalah pejabat vang bertugas dan
bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT, PERSYARATAN, DAN PENGECUALIAN

PENDAFTARAN

Bagian Keasatu

Kewajiban, Waklu, dan Tempal Pendaltaran

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 2

Setiap perusahaan yvang berkedudukan dan menjalankan
usshanya di wilayah Kabupaten Buton wajib didaftarkan
dalam daftar perusahaan.

Perusahaan vyang wajib melakukan  pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berbentuk:
Perseroan Terbatas (PT);

Koperasi;

Perselcutuan Komanditer (CV);

Firma (Fa);

Perorangan; dan

Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan
Asing dengan stetus Kantor Pusat, Kantor Tunggal,

Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan,
Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan.

o opoo g

=

Perusahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2] wajib
melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam
jangka wakhi 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan
mulai menjalankan kegiatan usahanva.

Pagal 3

Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada KPP,



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

#)

Bupati menetapkan tempat kedudukan KPP sebagai
penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di
dacrah berada pada Dinas yang tugas dan
tanggungjawabnya di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pint.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat kedudukan dan
susunan KKP sebagaimana dimaksud pada avat (1] diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengecualian Pendaftaran

Pasal 4

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari
kewajiban  pendaftaran  perusahaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan
Jawatan (PERJAN);

b. perusahaan kecil perorangan; atau

c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang
perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-
mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. perusahaan vang diurus, dijalankan, atau dikelola
oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang
mempekerjakan hanva anggota keluarganya sendiri;

b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha
atau surat keterangan vang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan cleh instansi yang berwenang; atau

c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk
memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
Usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan
kewajiban pendaftaran selain wusaha atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, adalah
usaha atau kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapal
didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak
memperoleh TDP, apabila dikehendalki oleh perusahaan
yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.



BAB 11l
KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasgal 5

(1) Bupati sesual dengan kewenangannya melimpahkan
wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Dinas vang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang penanaman modal
dan peclayanan terpadu satu pintu sclaku Kepala KPP
Kabupaten.

(2) Jenis  kewenangan  pencrbitan TDI'  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaki.

Pasal &

Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam
pelaksanaan Pelavanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avyat (1), dalam penerbitan TDP
harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan
tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 7

KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
mempunyai rugas:
a. membina dan memberdayakan PPNS-WDP di dacerah;

b. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan
dalam buku agenda pendaftaran;

c. meneliti  kebenaran pengisian formulir pendaftaran
perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen vang
dipersyaratkan;

d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran
perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;

g. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah
memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;

f. menvampaikan tembusan formulir pendaftaran
perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan
KPP Provinsi;

g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan
menganalisa data dari wajib daftar;



h. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap
pelanggaran kelenluan  wajib - daftar  perusahaan
beckerjasama dengan instansi terkait;
melakukuan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;

j. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan duniaa
usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi
perusahaan di daerah; dan

<. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan
pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan
kepada Bupati dan Dmas yang tugas dan
tanggungjawahnya di hidang perdagangan dengan
tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

{1} Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus
menyampaikan laporan penyelenggaraan dan
pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Bupati dan
Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
perdagangan dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan
KPP Puset berupa:

a. laporan penyvelenggaraan pendafiaran perusahaan;
dan

b. tembusan pengesahan formulir.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

(3) Penyampeaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Perdaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal ¢

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik,
pengurus, pensnggungjawab, atau kuasa perusahaan yang
sah pada KPP di tempat kedudukan perusahaan.



(2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

()

(6)

()

(8)

(9)

(10)

(11)

tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir
pendaftaran perusahaan.

Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi
formulir pcndaftaran  perusahaan  sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA sampai
dengan Lampiran IF, yang disampaikan langsung kepada
Kepala KPP Kabupaten dengan melampirkan dokumer-
dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak
perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

Formulir pendaftaran perusahaan wuntuk Perseroan
Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau
penanggungjawab perusahaan.

Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi,
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan,
dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh
pemilik, pengurus, alau penanggungjawab perusahaan.,
Kepala KPP Kabupaten mensahkan  pendaftaran
perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambal 3 (Lga)
hari kerja terhitung sejek formulir pendaftaran dan
dokumen persvaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diterima secara henar dan lengkap.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada syat (7) tidak
dikenakan hiaya administrasi.

TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan

mengmimakan hlanko wamma sehagaimana tercanhim

dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

Peruisahaan yang telah menerima TDP harus memasang
TDP di tempat vang mudah dibaca dan dilihat oleh umum
dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama
dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan
dalam kegiatan usahanya.

Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian
formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau
dokumen belum lengkap.

(12) Penolzkan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(11) disampaikan oleh KKP Kabupaten secara tertulis
kepada perusahaan p&aling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diterimanya isian formnulir pendaltaran
perusahaan  disertai alasan penolakan dengan
menggunakan format surat penolakan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.



(13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(14)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(12] dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) har kerja
terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tdak
mclaksanakan pcmbctulan  dan/atau meclengkapi
dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran
nlang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA
sampat dengan Lampiran IF Peraturan Daerah ini.

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Fasal 10

Bagi perusahaan yang ingin memperbaharui TDP, cukup
menyampaikan surat pecmberitahuan kepada Kepala KKP
Kabupaten mengenai beralthirnya masa berlalkku TDP
dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama.

Penyampaian  surat  pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pads ayat (1] dilakukan secara manual atan
elekronik dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Kepala KKP Kabupaten menerbitkan TDP paling lambat 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
pemberitahuan  pembaharuan  TDP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Jika dalam wakiu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan,
maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah
diperbaharui.

Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan biaya administrasi.

Bagian Kedua

Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan

(1)

Pasal 11

Setiap perusahaar yang melakukan perubahan terhadap
dala yang didaltarkan wajib meclaporkan perubahan data
kepada KPP Kabupaten dengan mengisi formulir
pendaftaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [A sampai dengan Lampiran IF dan
melampirkan  dokumen  persyaratan  sebagaimana
rercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.



(2]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6]

Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. PI' paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal
persetujuan perubahan atau bukti penerimaan
pemberitahuan perubahan dari Kementerian yang
tugas dan tangpungjawabnya di bidang peraturan
pernindang-uindangan; atan

b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat
3 (rga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 12
Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP
sebagzai berikut:

a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan
perusahaan,

perubahan nama perusahaan;
perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;

a0

perubahan alamat perusahaan;
e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran

Diasar.

—

Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti
adalah sampai dengan berakhirmmya masa berlaku TDP
vang diubah atau diganti.

Kepala KPP Kabupaten menerbitkan TDP pengganti paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permochonan
perubahan diterima secara benar dan lengkap.

Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala KPP
Kabupaten dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.

Kepala KPP Kabupaten mensahkan perubahan dan

mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) pada Buku Induk Perusahaan.

Perusahaan yang tidak melaporkan  perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar
perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku,
dan dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib dallar
perusahaan.



Pasal 13

Daftar perusahaan dan TDFP dinyatakan batal, apabila
perusahaan yvang bersangkutan terbukti mendaftarkan data
perusahaan secara tidek benar dan/atau tidak sesuai dengan
izin teknis atau surat geterangan yang dipersamakan dengan
itu, dengan menerbitkan Keputusan PFembatalan dengan
menggunakan fonmal sebagaimana lercantum dalam Lampiran
VII Peraturan Dacrah ini.

Pasal 13

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib
melakukan pendaftaran ulang sesual dengan xetentuan
dalam Peasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan
menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

(2) Dalam hal terdapat keputusan KKP Provinsi yang memuat
penerimaan  atas  keberatan  pembatalan  daftar
perusahaan, Kepala KPP Kabupaten paling lambat 3 (tiga)
hari kerja tlerhitung segjak  tanggal  keputusan,
mengesahkan — kembali daftar  perusahaan  dan
menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.

Pasal 19

(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi
hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan bentuk perusahaan;

b. pembubaran perusahaan;

c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
d

perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya
kadaluwarsa atau berakhir; atau

e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar
herdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

(2) Bagi perusahaan vang telah dihapus dani daftar
perusahaan, TDP yang dimilild dinyatakan tidak berlaku
dan perusahaan vang bersangkutan wajib mengembalikan
TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.

(3] Bagi perusahasn vang berbentuk PT, apabila terjadi hal-
hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam
jangks waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
ranggsl pemberitahuan pembubaran perseroan Xepada
Menteri vang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
peraturan perundang-undangan diterima, wajib
melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:



a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang
tugas dan langgungjawabnya di  bidang peraturan
perundang-undangan; dan

b. TDP asli.

(4] Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan,
dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus,
atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan,
wajih melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP
Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau
penghentian usaha dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:

a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang
sejenis;dan
b. TDP asli.

(5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau
mendeaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Kepala KPP Kabupaten memberikan peringatan paling
banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam
renggang waktu 1 (satu) bulan.

(6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
berakhirnya peringatan Kketiga, Kepala KPP Kabupaten
melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari
daftar pcrusahaan dengan mencatat pada Buku Induk
Perusshaan dan menyatakannya dalam Keputusan
Penghapusan dengan mengacu padz contoh sebhagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX
Peraturan Daerah ini ini.

(7] Kepala KPP Kabupaten melakukan penpumuman atas
Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).

Pasal 16

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran
perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubseran
perusahaan, dikembalikan kepada  perusahaan yang
bersangkutan, apabila fbotokopi dokumen telah diperiksa
sesuai dengan aslinya.

Pasal 17

(1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung secjak tanggal
kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan
permohonan kepada KPP penerbit.



(2] Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan
dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari
Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang
rusak dengan mclampirkan TDP asli,

(3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku
TDP yang diganti.

(4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) han
kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran
perusahaan diatur dengan Peraturan Bupat.

BAB V
PELAYANAN INFORMASI PERUSAITAAN

Pasal 19

(1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat
mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang
didaftarkan dalam  daftar perusahaan dengan
menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala
KPP Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala KPP
Provinsi dan Kepala KPP Pusat.

(2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP
Kabupaten melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga
dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya
3 (tga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap
melalui surat panggilan dengan menggunakan format
surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
X Peraturan Daerah ini.

(3) Kepala KPP Kabupaten dapat menunjuk pejabat wyang
fmpas dan tanggmingiawahnya di hidang pendaftaran
perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
dengan menggunakan format berita acara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

(5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksuc pada ayat (4), Kepala KPP Kabupaten
menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima
keberatan yang disampaikan kepada para pihak dengan
menggunakan format keputusan scbagaimana tercantum
dalam Lampiran XII dan Lampiran XIlI Peraturan
Daerah ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 20

Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang
diajukan, daftar perusahzan yang bersangkutan
dinyatakan tetap berlaku.

Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan,
TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan
dinyataken tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang
bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam
waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan
diterima.

Apszbila para pihak yang bersangkutan menyatakan
keheratan atas keputisan KPP Kabhupaten, dapat
mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
keputusan diterima.

Pasal 21

Dalam hzal Pengadilan menerima atau menolak keberatan
vang diajukan oleh para pihak scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3), Kepala KPP Kabupaten harus
melaksanakan Keputusan Radan Peradilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Keputusan  Pengadilan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten
melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar
perusazhaan atau mewajibkan perusahaan yang
bersangkutan melakukan pembetulan data daftar
peruszhaan atau membenarkan pendaftaran yang telah
dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutarn.

Kepala KPP Kabupaten mengumumkan Kkeputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada  papan
pengumuman KPP, media celak, atau media visual.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

FPasal 22

Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau
pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.



(2]

(3]

(4]

(1)

(2)

(3)

4

(1)

(2)

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh PPNS-WDP.

Bupati mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
PPNS-WDP kepade Menteri yang tugas dan
anggungawabnya di  bidang peraturan perundang-
undangan melalui Menteri Dalam Negeri.

Bupati mencmpatkan PPNS-WDP yang Lelali diangkal oleh
Menteri yang tugas den tanggungjawabnya di bidang
peraturan  perundang-undangan pada unit yang
melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk dapat
menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 23

PPNS-WDP mempunyai tugas melakukan penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Setiap PPNS-WDP dalam melaksanakan tugas penyidikan
harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan yang
ditandatangani oleh atasan PPNS-WDP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPNS-WDP berada di bawah koordinasi Penyidik
POLRI.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyidikan
oleh PPNS-WDP berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlal.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Untuk menjamin Kketersediaan informasi perusahaan
dalam kesaluan informasi perusabaan secara nasional,
sctiap pcmbangunan sistem jaringan komputerisasi harus
disesuaikan dengan program saplikasi WDP yang
digunakan oleh KPP Pusat.

Penerimaan dan pengelolaan biaya informasi daftar
permisahaan  dilaksanakan  herdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAH VIl
SANKSI

Fasal 25

Perusahaan yang mclanggar &kxctentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1) dan ayat (3), Pasal O ayat
(13), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2), dikenakan
sarksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan.

Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, dikenzakan sanksi sebagaimana
diatur dslam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Perusahaan vyang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13), Pasal 11, Pasal 15 ayat
(2], ayat (3), atau ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum
diberlakukan Peraturan Daerah ini, TDPnya dinyatakan
tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
pendaftaran atau  pembaharuan TDP  dilakukan
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 238

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada ta 21 MEI 2018

PEJABAT | PARAF
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Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MElI 2018

BUPATI BUTON,
Ttd

LA BAKEY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 Mg/ 2018

SEKRETA DAERAH,

LA ODE ZILFAR DJAFAR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR : 5 /a9 /201§



Lampiran LA Peraturan Dearah Kabupaten Bulen
Nomor : § Tahun 2018
Tanggal ;20 Mg 2018

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Keparla
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal &
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Kepala Dinas FPenanaman Modal &
PTSP Kabupaten Buton

Selaki Kepala KPP Kabupaten Buton,

Tembusan:

|. Kepala KPF Fusat;

2, Kepala KI'T' Provinsi;

3. Perusahzan yang bersangloatan.

MIP



Lampiran I.E  Peraturan Dearah Kabuparen Buton

Nomor + B Tahun 2018
Tanggal : ZI ME| 2018

FORMULIR FENDAFTARAN PERUSAHAAN PERORANGAN (FO)

Kepada
¥ith. Kepala Dinas Penanaman Modal &
PTSP Kabupaten Buton
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kabupaten Buton
di -
Pasarwajo

Vang bartanda tangan & Bawah Nl Mengsul AN peemirtaan nendaftaran pensshaan calugaimans dmaksed Undang-enceng
Komor 3 Tabun 1962 lertang Wajils Dafta Pensahaan
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3. Perusghoan vang bersangloutan,



Lampiran I.I? Peraturan Dearah Kabupaten Buton
Nomor 5 Tahun 20183

Tanggal : & Mgl 2018

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)
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2. Kepala EPIM Provinsi;
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Lampiran [I Peraturan Dcarah Kabupaten Bulun

Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal 4] MmME| 2018

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persysratan pendaftaran perusahaan bam untuk masing-masing bentuk

usaha adalah sebagai berikut :
1. Perusshaan berbenmk Perseroan Terbatas :

.

b.
C.

d.

c.

.

Fotokopi Akta Pendirian Perseroan;

Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);

Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan
persetujuan perubahan bagi FT vang telah berbadan hukum sebelum
diherlakiikannya [Indanglindang Perseroan Terbatas;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau
penanggungjawab perusahsaan;

Fotokopi lzin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan ita
yang diterbitkan oleh Instansi vang berwenang; dan

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Peruszhaan berbentuk Koperasi :

a
b,

L.

d.

e.

Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab:;

Fotokopt sural pengesaban scbagal badan hukum daori pejabal yang
berwenang;

Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yvang diterbitkan oleh Instansi vang berwenang;dan

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Perusahaan berbentuk CV :

a,

b.

L5

d

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan  Paspor  penguris atan
penanggungjawab;

Fotokopi izin usaha atzsu surat keterangan yang dipersamakan dengan ita
yvang diterbitkan olch Instansi yang berwenang; dan

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajalk.

4. Perusshaan berbentulk Fa :

a
b.

C.

d.

Fotolopi Akta Pendirian Perusahaan (apzabila ada);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau
penanggungjawab;

Fulokopi izin usaha aleu surat keterangan yang dipersamakan dengan ita
vang diterbitkan oleh Instansi yvang berwenang; dan

Fotokopi Nomor Pokck Wajib Pajak.

5. Peruschaan berbentult Perorangan :

a.

b.

C.

d.

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan [apabila ada).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;dan

Fotokopi izin usaha atsu sural kelerangan yang dipersamakan dangan ita
yang diterhitkan aleh Instansi yang berwenang:dan

Fotokopi Nomor Pokck Wajib Pajak.

6. Perusahaan lain;

a
b.

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);dan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atan
penanggungjawab;

Fotokopi izin ussha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan

Fotokopi Nomor Pokck Wajib Pajak.



7. Kantor Cabang, Kantor Pemnbanilu dan Perwakilan Perusahaan

a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atan Surat Penunjukan
atau Surat keterangan yang dipersamakan dangan itu, sebagai Kantor
Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau
penanggungjawab;

c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan
yang bersangkutan;dan

d. Fotokopi Nomor Fokok Wajib Pajak.



Lampiran [1T

Nomor :
Tanggal ¥

Peraturan Dearah Kabupaten Buton
5 Tahun 2018

mep 2018

FORMAT BLANKO WARNA TDP

A. PERSEROAN TERBATAS

KOP SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSERDAN TERBATAS (PT)

LUNDANG-UNEANG REPLABILIK INDOMESIA BOMOR 1 Thius 15982
TENTANE WAJE DAFTAR PERLISAHMALN Dl " """ " rotssssssssy saasisansines
UMD ARG-LNDANG AEPUBLIE INDONESIA SOWMOR 40 TAMUN 2007

HOMOR TDP

TEMT AN FEMMESCAN TRNRATAS

| - STATUS :

NAMA PENGURUS/
PENANGGUNG JAWAB

ALAMAT PERUSAHAAN

NPWP

NOMOR TELEPON

KECIATAN USAHA POKOK | KBLI :

Kepala Dinas Penanaman Modal &
PTSF Kabupaten Buton

Selaleu Kepala KPP Kabupaten: Buton,

NIP



B. KOFERASI

KOP SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BERDASARILAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK IMDOMESTA MOMOR 3 TAHUN 1082

TENTANG WAITE DDAFTLA PFERLUCAHALN AN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESLA NOMOR, 15 TANUN 1592
TENTANG
HOMOR TDF BERLAKU 5/D TGL -[I"I!ﬂ\l"ﬂlﬁll :
iﬂmﬁ :

KEGIATAN USAHA PONOK

Kepala Dinas Penanaman Modal &
PTSP Kabupaten Buton

Selaku Kepala KP? Kabupaten Buton,

NIP



C. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

KOP SKFPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARNAN
UNDANG-UMDANG REPUBLIK TNDONESTA ROMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WANIE DAFTARL PERUSAHLAN

NOMOR TDP BERLANU 5/D TGL PENDAFTARAN

HAMA PERUSAHAAN i STATUS :

MAMA PENGURLIS/
PENANGGUNG JAWAR

ALAMAT PERUSAHAAN

NOMOR TELEFON : FRX :

KEGIATAN USAHA POKOK  : KBLI :

Kepala Dinas Penaraman Modal &
PTSP Kabupaten Buton

Selaku Kepala KPP Kabupaten Buton,

NIP



D. PERSEKUTUAN FIRMA (Fau)

KOP SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEXUTUAN FTRMA (Fa)

BERDASARMAN
U DAMN G- INDA WG RESUDLIY END-DNE 518 NOMOR 1 TAIUN 1882
TENTANG WAJIE DAFTAR PERUSSHAAN

MOMOR TDP BERLAMU 5 /D TGL PEMDAFTARAN 3
PEMBAHARUANKE :

MAMA FERUSAHAAN L STATUS : |

MHAMA PENGURUS /
PENANGGUNG JAWAB

ALAMAT PERUSAHAAN

NOMOR TELEPON 3 FAX :

KEGIATAN USAHA POKOK KBLI :

Kepala Dinas Penanaman Modal &
PTSP Kabupaten Buton

Selaku Kepala KPP Kabupaten Euton,



E. PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)

KOP SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERORANGAN {PO)
BERDWASA RMAN

UNDANG-UNDANG REPUBLTN INDOMISIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAUTE DAFTAR PERLSAH LLN

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN
PEMBAHARUAN KE

NAMA PERUSAHAAN : I STATUS :

NAMA PENGURUS /
PEMANGGUNG JAWAB

ALAMAT PERUSAHAAN

MNOMOR TELEPON : IFAX :

KEGIATAN USAHA POKOK KBl :

Kepaia Dinas Penanaman Modal &
PTSP Kabupaten Buton

Selalku Kepala KPP Kabupaten Buton,

NIP



F. BENTUK USAIIA LAINNYA (BUL)

KOP SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1962
TENTANG WATID DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP BERLAKU 5/D TGL PENDAFTARAN
PEMBAHARUAN KE

NAMA PERUSAHAAN : ' STATUS :

NOMOR TELEPON - FAX :

Kepala Dinas Penanaman Modal &
PTSP Kabupaten Buton

Selaku Kepala KPP Kabupaten Buton.,



Lampiran [V Peraturan Dearah Kabupaten Buton
Nomor B Tahun 20018
Tanggal : 2] mMe| 2018

FORMAT SURAT PENOLAKAN

Nomor

Lampiran :

Ferihal : Penolakan Pendaftaran Kepada Yth.
Perusahaan

Berkenaar dengan surat Saudara Nomeor ......... tanggel
viereneera-eepErinG@l  perminizan pendafaran perusahaan ales nama
perusahaan ..................... , dengan ini kami beritahukan bahwa pengisian
Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen yang
dilampirkan belum lengkap®). Halhal yang mendasari penolakan
pendaftaran perusahaan Saudara adalah sabagai benkut :

NP o

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara wajib melakukan
pendaftaran ulang/pembetulan*) paling lambat 10 (sepuluh) han kerja
terhitung sejak ditsrimanya pembentahuan ini.

Demikian untuk menjaci maklum.

Kepala Dinas Penanaman Modal &
PTSP Kabupaten Buton

Selaku Kepala KPP Kabupaten Butaon,

NIP

Tembusan:
. Kepala KPP Pusat;
2. Kepala KPP Provinsi,

*| Coret Yang Tidak Perlu



Lampiran V Peraturan Dearah Kabupaten Bulon
Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal 2l ME| 2018

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAHARUAN TDP

(Kop Perusahaan)

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan/PTEP di
Kabupaten/Kota/Kotamadya

di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama -
Jabatan
Perusahaan

Alamat Perusahaan
MNomor TDP

dengan ini memberitahukan bahwa masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan
{TDP) perusahaan kami akan berakhir pada tanggal ... bulan ... tahun ..,
karena itu kam' bermaksud memperbaharui Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebul terlampir kami sampaikan folokopi
atau sean Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusohasn kami.

Demkian kami sampaikan, atas perhatian Bapak /Tbu, kami sampaikan
terima kasih.

Hormat kami,
Ttd.
{Nama Jelas)




Lampiran VI Peraturan Dearah Kabupaten Bulun

Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal : 21 MEL 2018

DOKUMEN PERSYARATAN FERUDAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing
bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT) :

a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti pcncrimaan
pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM: dan
b. TDP asli.

2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
a. Asli dan fotockopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang

perubahan terhadap data vang didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan;dan

b. TDP ash,



Lampiran VII Peraturan Dearah Kabupaten Buton

Nomor : B Tahun 2018
Tanggal 1 A rmE) 2018

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN TDP

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEEPALA DINAS PENANAMANA MODAL DAN PELAYANAN TERPADII SATI PINTIT

EABUPATEN BUTON
NOMOR ......... TAHUN .....
TENTANG

PEMEBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN

KEFALA DPM PTSP SABUPATEN BUTON,

Menmbang bahwa szeteah diberi peringatan........temyatsa perasahasfi......... masih
menalankan kegiatan asaha vang tu:lalc sestai dengan |zmnya maka perlu
dibalalkan pendallamnnys dari Daftar Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Prrmumaharn  (l.emharmn Negam  Republike Indonesia Tabon 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonzsia Nomor 3214}

2. Peraturan Menter Perdagangan Repubhk Indonesia Momor A7 M-
DAG/PER/9/2007  tentang  Penvelenggarasn  Pendaftaran  Perusahaan,
sebagrimana telah beberapa kmhi diubah terekhir dengan Peraturan Menteri
Perdangan Eebublik Indonesia Nomor O08/M-DAG/PER/2/2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-
DAG/TPER/S/2007 tentang Menyclenggaraan Pendaftaran Porusahaan;
3, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggarasn
Pencaftaran Ferusahaan,
MEMUTUSEAN;
Menetapkan
KESATU I Membatalkan dari Daflar Perasahaan ams nama :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan !
Homor TDI* :

KEDUA ; Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan im
diwajibkan melakukan pendaftaran &tau dapat mengapkan keberatan tertulis
dengan menycbutkan alasan-alasannya kepada Kepala KPP Provinsi dengan
tembusan Kepsala KPP Pusat dalam jangls walctn 10 (scpulvh) han kerjo setelah
mererima pemteritahuan Keputusan in..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplan di Pasararajo
pada tanggsl
Kepala Dinas Penanaman Modal &
FTSF Kabupater Buron
Selakn Kepala KPP Kabupaten Buton,
NIP
Temousan:

1. Kepala KFP Pusat;

2. Kepala KPP Provinsi;

3. Yoang bersanglontan.



Lampiran VIII. Peraturan Dacrah Kabupaten Buion
Nomor : B Tahun 2018
Tanggal : 21 Mmer 2018

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMANA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FINTU

KABUPATEN BUTON
NOMOR ......... TAHUN ......
TENTANG

PENGHAPUSAAN DARI DAFTAR PERIUJSAHAAN

KEFALA DPM PTSP KABUPATEN BUTON,

Menimbang bahwa peringatan ketiga terhedap perusahasn Saudara telah berskhir dan
Suuddrd scbapal pengurus! pernanggung jewab perusahaan tidak melaporkan
perubahan perusahaan, dan oleh karenanya perlu  menghapus pendaftaran
perusahaan...........coocei, dari Daftar Parusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwua 1962 Nowwn 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2, Perauran  Menten Perdagangan Republik Indonesta Nomor 37 /M-
DAG/PER/O9/2007 tentang Penyvelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
scbapaimana teah beberapa kali diukah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdongan Rebublie Indetiesin Nomor 02/M DAG/PER/2/2018 tentang
Perubahan Kedua atas Persturan Menteri Perdegangan Nomor 37/M-
DAGS PER (372007 tentang Penyelenggaraan Pendattaran Perusahaan;
3. Perauran Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun ... tentang Penvelenggaraegn
Pendaftaran Perusabaan,
MEMUTUSEAN:
Menetapkan
KESATU Y Menghapus dari Da’tar Perusahaan
Memma Perusabiaan
Alamat Perusahaan:
Nomor TDFE
KEDUA . Pouglinpussn Daftar Perusahaan tersebut pada Dikoum PERTAMA, discbableen
Ben PR s s R S
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggel
Kepala Tiinas Penanaman Modal &
PTSP Kabupaten Buton
Selalen Kepala KPP Kabnpaten Buton,
NIP
Tembugan:

L. Kepala KFP Pusat;
2. Kepala KFP Provinsi;
2. Yang bersangkutan.



Lampiran I¥

Format

Peraturan Dacrah Kabusaten Buton

MNomor ! 5 Tahun 2018
Tanpggal © 2l ME) 018
KOP SKPD

KEFUTUSAN KEFPALA DINAS FENANAMANA MODAL DAN PELATANAN TERPADU SATU FINTU

KABUPATEN BUTON

NOMOR ... TAHUN __.

TENTANG

PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERSEROAN TEREATAS DAN PENGHAPUSAN

PERSEROAN TERBATAS DARI DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA DPM PTEP EABUPATEN BUTON,

Memumbang bahwa berdasarkan permohoran ... 1 MNomor ;oo anggel i
bertindak =elaku Liguidator PT........ dalam rangka pendaftaran pembubaran
karena....... 7, perlu menghapus Daftar Perusahaan tersebur;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonssia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Peruzahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas  {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 106,
Tambahan Lembaras Megara Republik Indenesia Nomor 4756);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Eepubhlk Indonesia MNomor 37 /M-
DAG/PER/SS/2007 tentanz  Penvelenggaraan — Pendafiaran Perusahaan,
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdangsn  PRebublic Indonesin MNomor O08/M-DAG/PER/2/2018 tentarg
Feruzahan Kedua atas Peraturen Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-
DAGPER,/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

4. Peraturan Daerah Kebupaten Butom Nomor ... Tahurn ... tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan;

MEMUTUSEAN:

Menctapkan

KESATU Menerima Pendaftaran Pembubaran Persercan atas Permohonan. ... i

alamat............ bertindak selaku Liguidator :

Perseroan Terbatas
Alamat Ferusahaan
Nomor TOP

KEDJA Menghapus pendaftaran  perusahaan tersebut pada Diktum KESATU dari

Daftar Ferusaheaan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlalcu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwvajc
pade tanggal
Kepala Dinos Penanaman Modal &
PTREP Kahnpaten Runon
Eclalu Kepala KPP Koabupaten Buton,
e e
1. Menterd Hultum dan HAM; HIP

2. Kepala KFP Pusat;
3. Kepala KFF Provinsi;
4. Yeng bersangkutan,

Cataten

1) & 3 nama dimksipanangungizwal pavusahasn vang melakukar fkuidss: (lcuidatr]
?} : alasan yang menyebabkan Mkufdas!



Lampiran X Teraturan Dacrah Kabupaten Duton

Momor : B Tahun 2018
Tangzal DAl Mg 2018
Farmat
Nomor = S i T T
Lampiran
Perihal ! Panggilan
Kepada Yth
di -

e T R R X

Berkenaan dengan keberatan yang Saudara ajukan melalui surat
No. oviieiiiennnn tanggal .................., dengan ini diharapkan kedatangan
Saudara untuk diminta keterangannya secara langsung tentang
pengajuan keberatan tersebut, pada :

Tanggal
Jam
Tempat

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Dinas Penanaman Modal &
PTSP Kabupaten 3uton

Selaku Kepala KPP Kabupaten Buton,

Tembusan:
1.Kepala KPP Pusat;
2. Kepala KPF Provinsi;



Lampiran XI

Format

Peraturan Doernh Eanbusaten Buton
Nomor ¢t & Tahun 2018

Tanggal

DAl mgp 2018

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini.........tanggal..ccoeceeefeiiiniiniennn )
bulan....smhona... s,

Nama i

NIP

Pangkat fGol ¢

Jabatan

Berdasarkan : 1. SBurat Perintah Tugas Nomor. ...

2. Bab V Undarg-Undang Republik Indonesia Nomor 3

3.

Tahun 1982 tentang Wajib Dattar Perusahaar.

Pazal _... Peraturan Menteri Perdagangan Repihlik
Indonesia Nomor 37/M-DAG,PER/9/2007 tentang
Penyeenggaraan Fendaftaran Perusahaan,
sehagaimana telah beherapa kali dinhah teralkhir
dengan Peraturan Meanteri Perdangan Rebublik
Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan  Menteri
Perdagangan Nomor 37/ M-DAG/FER /9 /2007
lentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaan
................ Nomor TDF

Nama
Alamat
FPerusahaan
Alamat

crnrmrnanieny ¥ANE diajukan oleh ;

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama
Jabatan
2. Nama

Jabatan

Uraian Sinpglkat Pemerikaaan @

1.
2,

Hasil Pemeriksaan :

1.
2!

Demikian Herita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang diperiksa,

Saksi-saksi
1. Nama [.....
2. Nama (.....

e
= |

B T T L

Petugas Pemeriksa,

ttcd |
itd )



Lampiran X

Format

Peraturen Dacrah Kabupaten Duton

Nomor ; Takun 2018
Tanggal d MmEg| 2018
KOP SKPD

KEPUIUSAN KEFALA DINAS PENANAMANA MODAL DAN FELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

Meriglapsan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

EABUPATEN BUTON

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN

AFEPALA DPFM FTSF KABUFATEN BUTORN,

bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr.
tanggal.,.....dan hasil pemeriksaan para pihale yang dimenghkan da.lam E-enla
Acara FL"]]I!:H]EBHHJ‘[ Nomor : .............. tAnggal .....fahun ... T 1 | (e
maka perlu  menyamakan penolakarn Ates pengrjuan keberatan H:Thudﬂp hal- hul
yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahsan atas nama.. Y-

. Indeng-Undang Bepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dafiar

Ferusahzan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 1982 Nomor 7,
Tambahen Lemburan Negara Republiz Indoncsia Nomor 3214);

. Undeng-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tamhahen lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Feraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia Nomor 37/M-
DAG/TER/9/2007  tentang  Penyelenggoroon Pendaftaran Perusshaan,
sebagaimana telah bebermpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menten
Ferdangan Rebubhk Indotesia Nomor O5/M-DAG/PER/2/2018 1entang
Ferubahan Kedua atas Peraturen Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER,/%9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

Teraturan Dacrah Kebupater Buton Nomor ... Tehun ... teniang Penyelenggarasn
Pendaftaran Perusahaan;

MEMIITIISKAN:

Menolak keberatan yang disjukan oleh

Nama

Alamac

Nama Perusahaan ;

Alamat Perusahaan ;
Daftar Perusahaan dan TDP nomor.......... ates NAMmA............ dinyatakan retap
perlaku.

Kepatusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

I. Kepala KFP Pusat;

2. Kepala KFP Provinsi;

3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal &
PFTSF Kabupaten Bulun

Selaku Kepala KPF Kabupawen Buton,



Lampiran X1 Peraturan Daerah Kabupaten Buton

Normor : B Tahun 2018
Tanggal T2 mE| 08
Formict
KOP SKPD

EFEPUTUSAN KEPALA DINAS FENANAMANA MODAL DAN FELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON

NOMOR ........ TAHUN ......

TENTANG

PENERIMAAN PENGAJUAN KEDERATAN

AEPALA DPM PTSP EABUPATEN BUTON,

Menimbeng : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan an  Bdr ..
tanggal....... dan hasil pemeriksaan pera pihak vang dituangkan dalam Beritafcara
Femerikbsnan Momor ; tanggal tahun s i , maka

perlu menyatakan penenmaan stas pengajuan <eberaten terhadap hal-hal yang
wagil didaltarkan pada Daflla. Perusaliaan a@s DA . e oo .

Mengingat : l. Undeng-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Waib Daftar
Perusahean (Lembaran Negura Repubhl: Indoenesia Tahun 1982 Nomor 7,
Tambahen Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perstroan
Terbatas  [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3 Peraturan Menter Perdagargan Repuhlik [ndenesa Momor 37 /M-
DAG/PER/9/ 2007 tentang  Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan,
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturar Menterd
Perdangen Rebublic Indonesa MNomeor OF/M-DAG/PER/Z/2017 tentang
Ferubahan Kedua atss Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER /972007 tentang Penyelenpparaan Pendaftaran Perusahaan:

4. Feraturan Daerah Kabupaten Bulon Nomor ... Tahur ... tentang Penyelenggaraan
Fendaftaran Peruasahaan;

MEMUTUSKAN:
Menetapzan
KESATU t Menerima keberatan yang diajukan oleh :
Nama :
Alamat ¥
Nama Perusahaan
Alamat Perusahean
KEEDUA 3 Daftar Perusaiasn ai8% DATA....ccceemrmmen e dinyatakan tidak berlaku dan
terhadap Pemilik/Pengurus/Fenanggungjawab  perusahaan yangbersangkutan
diwzjibkan untuk melekukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangha
walttu 10 (sepulah) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputasan ini,
EETIGA z Keputusan ini mulai berlaku pada tenggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pasarwajec
pada tanggal
Kepala Dinas Pensnamon Modal &
PTEP Kahupaten Bumn
Selelu Kepala KT Kabupaten Buton,
Tembuzan: NIP

. Kepala KFP Pusat;
2. Kepala KPP Proviosi,
3. Yang bersangkutan.



